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INS1RUKSI PRESIDEN REruBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

PAKET KEBUAKAN PERBAIKAN IKTIM INVESTASI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Dalam rangka memperbaiki iklim investasi untuk meningkatkan pertumbuhan

ekonomi Indonesia, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Paket

Kebij akan P erb aikan I kli m Inyestasi :

Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

2. MenteriKeuangan;

3. Menteri Perdagangan;

4. Menteri DalamNegeri;

5. Menteri Energi dan SumberDayaMinerul;

6. Menteri Perhubungan;

7. Menteri Hukum danHak Azasi Manusia:

8. MenteriPerindustrianl

9. Menteri Komunikasi dan Informatikal

1 0. Mente rt T enaga Kerja dan Transmigrasil

11. Menteri Kesehatan;

7 2. Menten Kelautan dan P erikanan;

1 3 . Menteri Neg ara P er enc anaan P emb anglrn an Nasion al / Kep ala

Bappenas;

14. Menteri Negara Koperasi danlJsahaKecil dan Menengah;

15. Menteri Negara Lingkungan Hidup;

16. Menteri Sekretaris Negara;

17. Sekretaris Kabinetl

18. Jaksa Agung;

1. 9 . P anghma T entara Nasional Indonesia;
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20. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2 1, . Kep ala B adan Koordinas i penanaman Modal;

22. Kep ala Badan p ertanahan Nasionall

23. Para Gubernur;

2 4. P ar a Bupati / W alikota.

Mengambtl langkah-langkah yang dipedukan sesuai tugas, fungsi
dan kewen angan masing-m asing, d,aram rungkapelaksanaur, pult
Kebijakan perbaikan Iklim Investasi guna menciptakan ikrim
investasi y ang lebih kondusif.

Dalammengambilrangkah-Iangh,ahsebagaimanadimaksuddahm

Diktum 'ERTAMA, betpedoman kepad,a program_program
seb agaimana terc antum d aram I ampfu an In s fruksi presiden ini.

Menteri Koordinator Bidang perekonomian mengkoordinasikan
kegiatan yang dilaksanakan oleh para Menteri/Kepala I.embaga
Pemedntah Non D epartemen.

Menteri Koordinat or Bidang perekonomian:

1. Memantau pelaksan aanlnstruksi presiden ini dan meraporkan

sec ar a b erkala kep ada presiden ;
2. Membentuk Tim Pemantau, yang dikefuai oleh Staf Khusus

Menteri Koordinator Bidang p".elenenrian Urusan
Pemantauan Kebijakan Ekonomi dan sebagai wakil ketua
adarah Deputi sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Direktur

J ender al O tonomi D aer ah, D ep artemen D alam Negeri ;
3. Mengatur tugas, keanggotaan, susunan organisasi, tata kerja

dan kesekretariatan Tim pemantau.

: Melaksanakan Instruksi presiden ini dengan penuh tanggung
jawab.
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